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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 09) sebagai Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);



Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

11 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
11 Tahun 2008);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah.

Kepala Dispenda adalah Kepala Dispenda Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Dinas Teknis adalah Dinas yang terkait langsung yang
membidangi pajak air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Setiap
kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang
dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau
dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk
dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
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Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang
pribadi atau badan.

Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah
Nilai Air Bawah Tanah yang telah diambil dan dikenai
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah,
besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan
dengan harga dasar air.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah
Harga Air bawah tanah per satuan volume yang akan
dikenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan
dengan factor nilai air.

Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah
Harga rata-rata air bawah tanah persatuan volume yang
besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan
air bawah tanah dibagi dengan volume produksinya (rn3).

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FN-Air adalah
Suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan
kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang
besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok
pengguna air serta volume pengambilannya.

Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah Orang
atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air bawah
tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil,
Niaga Besar dan Industri Besar.

Non Niaga adalah kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan
Industri akan tetapi pemakaian air lebih 100 M3, diameter
bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas air < 11t/dt.

Niaga Kecil adalah suatu usaha dengan modal < 200 juta
dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan
impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas
pompa < 2 1t/dt, antara lain toko/kios/warung, tempat
penjualan air, perusahaan Negara yang diusahakan secara
komersil, kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek,
bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon
kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut, kolam
renang, bimbingan test/kursus keterampilan/biro jasa,
stasiun kereta api/terminal bus, losmen/penginapan,
rumah makan/restoran, hotel, niaga lainnya yang
sejenisnya.
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Niaga Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 200
juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor
dan impor suatu barang, yang memakai air dengan
kapasitas pompa > 2 1t/dt, antara lain toko/ kios/warung,
tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan
secara komersil, kantor, rumah sakit/klinik swasta,
apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon
kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut, kolam
renang, bimbingan test/kursus keterampilan/biro jasa,
stasiun kereta api/terminal bus, losmen/penginapan,
rumah makan/restoran, hotel, niaga lainnya yang
sejenisnya.

Industri Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 400
juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah
bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau
barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu
barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi
penggunaannya yang memakai air dengan Kkapasitas
pompa < 2 lt/dt, antara lain industri rumah tangga,
pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik,
industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri
perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es,
industri mobil/karoseri, kotraktor pertambangan, minyak,
gas bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri
lainnya yang sejenis.

Industri Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 400
juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah
bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau
barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu
barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi
penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas
pompa > 2 It/dt, antara lain industri rumah tangga,
pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik,
industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri
perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es,
industri mobil/karoseri, kotraktor pertambangan, minyak,
gas bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri
lainnya yang sejenis.

Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang ditentukan
dengan cara uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang
terkandung didalam air.

Volume Pengambilan Air Tanah adalah besarnya air bawah
tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Pajak Air Tanah yang terutang.
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Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di
singkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan
Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan
besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan
penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk
oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

M
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan
jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekelirnan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.
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Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BABII
NAMA, JENIS OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Pajak Air Tanah Objek Pajak Air Tanah adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan
perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

BAB III

KLASIFIKASI PENGAMBILAN DAN PEMANFATAAN AIR TANAH

(1)

Pasal 5

Klasifikasi pengambilan dan / atau pemanfaatan air
tanah dibagi dalam 5 (lima) golongan, terdiri dari :

a. non niaga adalah kegiatan yang tidak termasuk Niaga
dan Industri akan tetapi pemakaian air lebih 100 M3,
diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas air
< 11t/dt;



niaga kecil adalah suatu usaha dengan modal < 200
juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa,
ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air
dengan kapasitas pompa < 2 1t/dt, antara lain
toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan
Negara yang diusahakan secara komersil, kantor,
rumah  sakit/klinik swasta, apotek, bengkel,
percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon
kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut,
kolam renang, bimbingan test/kursus
keterampilan/biro jasa, stasiun kereta api/terminal
bus, losmen/penginapan, rumah makan/restoran,
hotel dan niaga lainnya yang sejenisnya;

niaga besar adalah sesuatu usaha dengan modal >
200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa,
ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air
dengan kapasitas pompa > 2 1t/dt, antara lain
toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan
negara yang diusahakan secara komersil, kantor,
rumah  sakit/klinik swasta, apotek, bengkel,
percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon
kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut,
kolam renang, bimbingan test/kursus keterampilan/
biro jasa, stasiun kereta api/terminal bus,
losmen/penginapan, rumah makan/restoran, hotel
dan niaga lainnya yang sejenisnya;

industri kecil adalah sesuatu usaha dengan modal <
400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan
setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan
awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai
yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air
dengan kapasitas pompa < 2 1t/dt, antara lain industri
rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri
tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan,
industri kertas, industri perkayuan, industri
pertambangan, industri minuman/es, industri
mobil/karoseri, kotraktor pertambangan, minyak, gas
bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri
lainnya yang sejenis;

industri besar adalah sesuatu usaha dengan modal >
400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan
setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan
awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai
yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air
dengan kapasitas pompa > 2 1t/dt, antara lain industri
rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri
tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan,
industri kertas, industri perkayuan, industri
pertambangan, industri minuman/es, industri
mobil/karoseri, kotraktor pertambangan, minyak, gas
bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri
lainnya yang sejenis.



BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan
Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut :

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

ro o op

Pasal 7

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
persen).

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).

Pajak Air Tanah = 20% x Nilai Perolehan Air Tanah
Nilai Perolehan Air = Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air
x Harga Dasar Air
BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK AIR
TANAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 9

(1) Pendataan pengambilan air tanah dilaksanakan oleh dinas
teknis.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. lokasi titik air;
b. kualitas air setiap titik sumur;
c. informasi jaringan sumber alternatif;
d. jenis sumber air yang digunakan;
e. jenis pemanfaatan air; dan
f. volume pengambilan air.



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

Nilai perolehan air dihitung terhadap setiap titik
pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air
dengan Volume pengambilan air yang ditetapkan secara
progresif.

Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara
Harga Air Baku dengan faktor Nilai air.

Tata Cara Pelaksanaan  pengelolaan pajak Air Tanah
meliputi :

pendaftaran dan pendataan,;

penetapan,;

penyetoran,

angsuran dan penundaan;

pembukaan dan pemeriksaan;

penagihan;

kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetpan dan penghapusan atau pengurangan sanksi;
dan

h. kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran.

@0 apow

Pasal 10

Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan
usahanya ke Dispenda dalam jangka waktu paling lama
30 (Tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan
usahanya kecuali ditentukan lain.

Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dispenda akan
mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini dilakukan sebagai berikut :

a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya
mengambil, mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda,;

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda
tangani disampaikan kepada Dispenda dengan
melampirkan :

1. foto copy KTP pengusaha /penanggungjawab
/penerima kuasa; '

2. foto copy surat keterangan domisili tempat usaha;
dan

3. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin
lain yang terkait dengan bidang usaha air tanah
yang dikelola dari instansi berwenang.

c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dispenda
memberikan tanda terima pendaftaran.
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Pasal 11

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang yang

ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dispenda

menerbitkan :

a. surat pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem
pemungutan pajak yang dikenakan;

b. surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab
usaha Wajib Pajak; dan

c. kartu NPWPD.

Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu
NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau
kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pembayaran Pajak

Pasal 12

Dispenda dapat menetapkan besarnya pajak yang
terutang dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan
Ketentuan Perundang-undangan dengan mengeluarkan
SKPD.

Dispenda juga dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN.

Pasal 13

Pembayaran pajak daerah terutang dilakukan paling lama
15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
dengan menggunakan SSPD.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur
maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja
berikutnya.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pada RKUD atau Bank lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.



(1)

(2)
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Pasal 14

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD,
wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuk atas
permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang
terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan.

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan

pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara
angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Dispenda dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
yang diajukan permohonannya,

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
harus sudah diterima Dispenda paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang
telah ditentukan;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa
pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta
alasan-alasan yang mendukung diajukannya
permohonan;

d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran
maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala
Dispenda dituangkan dalam surat keputusan, baik
surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun
penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama
oleh Kepala Dispenda dan Wajib Pajak yang
bersangkutan;

| '



pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10
(sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10
(sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat
keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh
Kepala Dispenda berdasarkan alasan Wajib Pajak
yang dapat diterima;

penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4
(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo
pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala
Dispenda Dispenda berdasarkan alasan Wajib Pajak
yang dapat diterima;

pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;

. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah

sebagai berikut :

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya
terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan
antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan
diangsur, dengan pokok pajak angsuran;

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian
antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur,
dengan jumlah bulan angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa
angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan
angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah
dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap
bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi
harus dilunasi tiap bulan;

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah

sebagai berikut :

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh
jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu
hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen)
dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan
ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah
seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,
ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen)
sebulan; dan
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3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan
yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat
mengajukan permohonan penundaan pembayaran
untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan
penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang
berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran
dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala
Dispenda.

Bagian Keempat
Pembukuan Dan Pemeriksaan
Paragraf 1
Pembukuan

Pasal 16

Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet
lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan indonesia atau
prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

Wajib Pajak dengan peredaran wusaha atau omzet
sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari
kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajibkan
menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha
berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi
dasar untuk penghitungan pajak.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan wusaha atau pekerjaan
dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 17

Kepala Dispenda petugas pemeriksa yang ditunjuk
berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah.
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Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus
dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat
Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada
Wajib Pajak yang diperiksa.

Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib

membantu Petugas Pemeriksa :

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau
catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan
guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberi kesempatan kepada petugas untuk
melakukan pemeriksaan kas (kas opname); dan

d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar,
lengkap dan jelas.

Bagian Keenam
Tata Penagihan

Pasal 18

Kepala Dispenda dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak — pajak daerah dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung; dan

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa
denda atau bunga.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama
15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga  sebesar 2 % (dua persen)
sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 19

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang
dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan
banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran.
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Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan
surat paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penangung
pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan
penagihan pajak dengan surat paksa.

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi

Pasal 20

Kepala Dispenda karena jabatannya atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD
atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. batas kewenangan penyelesaian permohonan
pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama
dengan batas kewenangan penyelesaian keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4);

b. permohonan diajukan kepada Kepala Dispenda
dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah surat
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

c. terhadap surat ketetapan pajak atau STPD yang akan
dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah;

d. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf c ternyata terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah maka surat ketetapan
pajak atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana
mestinya;

e. pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD
sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan
Pajak atau STPD berupa salinan surat ketetapan pajak
dengan pembetulan oleh Kepala Dispenda;
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f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau
STPD sebagaimana dimaksud pada huruf e diberi tanda
dengan teraan cap pembetulan;

g. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau
STPD sebagaimana dimaksud pada huruf f harus
disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14
(empat ©belas) hari sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau
STPD tersebut;

h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau
STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;

i. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pajak atau STPD maka surat ketetapan
pajak atau STPD semula dibatalkan dan disimpan
sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

j. Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, sebelum
disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada
huruf j, harus diberi tanda silang dan paraf serta
dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan

k. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka
Kepala Dispenda segera menerbitkan Surat Keputusan
Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau
STPD.

Pasal 21

Kepala SKPD karena jabatannya atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
terhadap :

a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa
pajak; dan

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau
STPD.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :



(4)
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a. Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada
Kepala Dispenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah jatuh tempo setoran masa, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya,;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan
pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi
dan ditanda tangani Wajib Pajak; dan

c. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu
1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan tersebut
pada huruf b.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam

surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

a. batas kewenangan penyelesaian permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Dispenda dalam jangka waktu 4 (empat)
bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;,

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya dan
2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya
kenaikan pajak terutang.

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Dispenda segera melakukan penelitian administrasi
tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun
lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
C.

Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi karena jabatan, penelitian administrasi
dilakukan sesuai permintaan Kepala Dispenda atau atas
usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
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Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan
penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka
Kepala Dispenda melakukan rapat koordinasi Dispenda
dengan Tim Pertimbangan Keberatan Pajak atau unit kerja
terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan,
dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil rapat
pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi.

Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat
koordinasi Dispenda sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Kepala Dispenda melalui Kepala Seksi Penagihan membuat
surat uraian pemandangan atas pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat
persetujuan Kepala Dispenda.

Dalam hal surat uraian pemandangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera
memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan
pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan
pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan
Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat
ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani
oleh Kepala Dispenda.

Dalam hal surat uraian pemandangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak disetujui, maka segera
menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan
dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang
ditandatangani oleh Kepala Dispenda.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7
(tujuh) hari setelah menerima surat Kkeputusan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Bupati
melalui Kepala Dispenda.

Pengembalian  kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan
pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah
berdasarkan :

a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan
pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan,
dan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi;



c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
dan

d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan,
dan/atau pembebasan pajak berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

(8) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan
sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan
dokumen :
a. identitas penduduk/KTP pemohon (Wajib Pajak);

b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar
permohonan;

c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang menjadi dasar permohonan;

d. bukti pembayaran pajak yang divalidasi Dispenda
dengan jelas yang menjadi dasar permohonan; dan

e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dispenda atau pejabat yang ditunjuknya segera
mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap
kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan
kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib
Pajak.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus
memberikan keputusan.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah dan
kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati dalam hal ini Kepala Dispenda yang ditunjuk atas
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Air Tanah.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 24

Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh
SKPD dengan memproses penyelesaian keberatan untuk
jumlah Kketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi
administrasi).

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk
beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak
(tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan
di SKPD.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat
ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan
pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim
Pertimbangan Keberatan Pajak.

Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dapat ditinjau kembali
dengan keputusan Kepala Dispenda.

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak
tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan
dikuasakan kepada pihak lain harus dengan
melampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu
surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak
atau masa pajak dengan melampirkan foto copynya;
dan

e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Pasal 25

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), tidak
dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.



(2)

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi
persyaratan tetapi masih dalam  jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf e,
Kepala Dispenda dapat meminta Wajib Pajak untuk
melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(3)

(4)

(1)

Pasal 27

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dispenda
harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat
keputusan keberatan.

Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

jangka Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat, dan Kepala Dispenda tidak memberikan
jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan.

Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib
Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur
pembayaran.

Pasal 28

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan
pemeriksaan lapangan maka Kepala Dispenda dapat
meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan
lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaan Pajak Daerah.

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan

pemeriksaan  lapangan, Kepala  Dispenda  dapat
berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk
mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan
Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil
koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Kepala Dispenda dapat membentuk Tim Pertimbangan
Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam
rangka pembahasan keberatan pajak.



Pasal 29

(1) Kepala Dispenda karena jabatannya atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat
keputusan keberatan Pajak daerah yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan
dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan
mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuknya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan
dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 31

(1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu)
surat banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dihapus dari daftar sengketa dengan :

a. penetapan ketua dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui
pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan
diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
diajukan kembali.



BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

(1) Pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan
Pajak Daerah merupakan tanggung jawab Dispenda.

(2) Pengelolaan Pajak Daerah yang tidak berijin, dibina dan
diarahkan untuk memproses perijinan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap Pajak Air Tanah yang tertuang dalam masa pajak
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini pajaknya dihitung
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 1999
tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah
di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 35
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini

sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT UTAI KARTANEGARA,

ARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH _KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR
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LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2012 TANGGAL 6 FEBRUARI 2012
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

A. NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN KUTAL KARTANEGARA

NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH (Rp/M3) |
f

| [
lNO. WILAYAH " Volume | Non- | Niaga | Industri | Niaga | Industri |
" L (M3) 'f Niaga ;| Kecil Kecil Besar Besar 5
! i i | L | !
1 ' \ {
| 1 | KAB. KUTAI . 0-50 g 576 | 821 | 1,241 | 2,149 | 2,759 |
| | KARTANEGARA ? 51 - 500 3 581 | 836 | 1,271 | 2,213 ? 2,855 |
l 501 - l
5 1000 | 587 S 850 | 1,301 | 2,277 | 2,951 5
10001 - [ | | [ |
| | 2500 | 592 | 864 | 1,331 | 2,341 | 3,047 |
| > 2500 | 598 | 879 ( 1,391 | 2,406 [ 3,143 |
! ! i

B. NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

DAN GAS ALAM
[ . 1 NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
} O ] : DUMN / BN ] AIR BAWAH TANAH
t
l 1 | Pertamina dan Para Kontraktornya Rp 125,-/m3
untuk Industri Pertambangan Minyak
} dan Gas Bumi

T
i i
] 2 | PT. Perusahaan Listrik Negara q Rp 75,-/m3

e e STy e SRSt | st}

| (Persero) untuk Pembangkit Tenaga |
Listrik
i3 j Perusahaan Daerah Air i Rp 125,-/m3
Minum (PDAM)

BUPATI KQSAI KA.RT)H-EGARA,
\\4

RITA WIDYASARI



